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 Landslide disaster management policies and actions are then 

transformed into communities that experience vulnerability, so that the 

relationship between universities, companies, and the government in 

the field of disaster is very much needed in disaster mitigation efforts, 

especially landslides. The purpose of this study was to determine the 

triple helix collaboration in landslide disaster management in Buton 

Regency. This type of research is descriptive research with a 

qualitative approach. Data collection techniques were carried out 

through observation, in-depth interviews, and documentation studies. 

The results of this study indicate that the minimal level of coordination 

and innovation that exists in the triple helix element so that no 

integration is created which makes mitigation efforts seem slow; 

between the elements of this triple helix has a different ideology, and 

this ideology is sometimes highlighted by each element of the helix, so 

that the triple helix relation cannot be built as desired; and conditions of 

bureaucratic procedures that are too difficult to make elements of 

universities and companies reluctant to collaborate with government 

elements in efforts to mitigate landslides in Buton Regency. 

   

Kata Kunci  Abstrak 

Kolaborasi; Triple Helix;  

Tanah Longsor 

 Kebijakan penanggulangan dan tindakan bencana tanah longsor ini, 

kemudian ditransformasikan kepada masyarakat yang mengalami 

kerentanan sehingga relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan 

pemerintah dalam bidang kebencanaan sangat dibutuhkan dalam 

upaya mitigasi bencana utamanya bencana tanah longsor. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi triple helix dalam 

penanggulangan  bencana tanah longsor di Kabupaten Buton. Jenis 

penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa minimnya tingkat koordinasi dan inovasi yang terjalin pada 

elemen triple helix sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat 
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upaya mitigasi terkesan lamban; antar elemen triple helix ini memiliki 

ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh 

masing-masing elemen helix, sehingga relasi triple helix tidak dapat 

terbangun sesuai apa yang diinginkan; dan kondisi prosedur birokrasi 

yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun 

perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen 

pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di Kabupaten Buton.  
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PENDAHULUAN  

Wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam karena terletak di zona tektonik 

dengan rangkaian gunung berapi aktif, sehingga sangat sensitif terhadap gempa bumi, 

aktivitas patahan, letusan gunung berapi, dan tsunami. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-

Australia, dan lempeng tektonik mengalami perubahan struktur bumi secara tiba-tiba akibat 

adanya gaya tarik dan tekanan pada titik sesar, dan lempeng tektonik mengalami perubahan 

struktur bumi secara tiba-tiba. Selain itu, letak geografis Indonesia yang merupakan negara 

pesisir yang dikelilingi oleh kepulauan yang sangat besar, membuat wilayah ini rentan 

terhadap bencana jika kelestarian lingkungan tidak dikelola dengan baik (Siregar & Wibowo, 

2019; Rahmat & Alawiyah, 2020; Widha et al., 2021; Priambodo et al., 2020). 

Indonesia menghadapi kendala yang cukup berarti dalam beradaptasi dengan kondisi 

geografis wilayahnya. Kondisi geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap terjadinya 

berbagai jenis bencana. Di mata dunia, Indonesia adalah negara yang paling rawan 

bencana. Menurut United Nations Plan for International Disaster Reduction (UNISDR) yang 

merupakan salah satu badan PBB yang terlibat dalam strategi internasional pengurangan 

risiko bencana, Indonesia menempati urutan pertama dalam hal jumlah kematian akibat 

bencana alam. Berdasarkan data Detiknews (dalam Fatiatun et al., 2019), klasifikasi 

keterpaparan bencana Indonesia di dunia menurut jenis bencananya dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Untuk bencana tsunami, Indonesia adalah rangking pertama dari 265 negara dengan 

jumlah 5.402.239 orang yang akan terkena dampaknya. 
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b. Untuk bencana tanah longsor, Indonesia rangking pertama dari 162 negara dengan 

197.372 orang terkena dampaknya. 

c. Untuk bencana gempa bumi, Indonesia adalah rangking ketiga dari 153 negara dengan 

11.056.806 orang terkena dampaknya. 

d. Untuk bencana banjir, Indonesia rangking keenam dari 162 negara dengan 1.101.507 

orang terkena dampaknya.  

Berdasarkan data di atas, Indonesia memiliki jumlah korban meninggal dunia yang 

sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana harus dilaksanakan oleh masyarakat di seluruh provinsi. Sebagai 

lokasi yang rawan bencana, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab jika terjadi 

bencana, baik yang terjadi sebelum maupun setelah bencana, seperti mitigasi bencana, 

tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi.. 

Kegiatan pengurangan resiko bencana sebagaimana yang telah tercantum di dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus 

dimasukkan ke dalam program pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. 

Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor 

penentu dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. Adanya ketentuan untuk 

melaksanakan mitigasi bencana, sebagai instansi yang berwenang melaksanakan 

pengendalian bencana secara nasional adalah Badan Nasional Penaggulangan Bencana 

(BNPB). Indonesia menempati urutan pertama dari 162 negara dalam hal bencana tanah 

longsor, maka sangat penting untuk memberikan edukasi tentang mitigasi bencana tanah 

longsor, agar dampak dari tanah longsor berkurang atau bahkan hilang, dan jika terjadi 

bencana tanah longsor, masyarakat akan lebih memahami dan reseptif untuk melakukan 

evakuasi atau upaya penyelamatan bencana (CNN Indonesia, 2021). 

Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah rawan bencana. Berdasarkan sejarah 

geologi, wilayah Kabupaten Buton merupakan daerah yang tidak memiliki wilayah pedataran 

tinggi berupa perbukitan dan pegunungan berbentuk kerucut. Morfologi tersebut membentuk 

topografi yang seragam dengan kemiringan lereng yang relatif terjal hanya di sebahagian 

wilayah tengah Kabupaten, sedangkan dataran rendah menyebar disepenjang pantai. 

Potensi gerakan tanah yang umum dikenal sebagai longsor di daerah ini muncul oleh karena 

beberapa faktor seperti batuan pembentuk lereng berupa klastika kasar yang terutama terdiri 

dari breksi, konglomerat. Batuan yang telah lapuk menjadi lempung pasiran hingga pasir 

lempungan, berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous, dengan ketebalan 3-4 
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m, dan di bagian bawahnya dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah, adanya 

pemotongan hampir tegak pada tebing jalan, tanpa adanya terastering, sehingga 

menyebabkan tingginya gaya dorong tanah untuk bergerak mencari keseimbangan baru, 

dan adanya bidang lemah yaitu kontak antara tanah yang melapuk dengan batuan dasar 

yang berupa bidang luncur.  

Daerah Rawan Tanah Longsor di wilayah Kabupaten Buton meliputi Kecamatan 

Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Wolowa, 

Kecamatan Wabula, dan Kecamatan Siotapina. Di Kabupaten Buton, selama tiga tahun 

terakhir telah terjadi 4 peristiwa bencana tanah longsor dimana 1 orang meninggal, 2 orang 

luka-luka, 10 orang terdampak dan mengungsi, 2 rumah rusak berat, dan 76 rumah rusak 

sedang. Terdapat empat titik rawan longsor di Kabupaten Buton yaitu  Pendakian 

Waode Kecamatan Wolowa, Jalan Poros Pasarwajo-Baubau tepatnya di Desa Kaongke-

Ongkea Kecamatan Pasarwajo, Desa Winning Kecamatan Pasarwajo, dan Kelurahan 

Wakoko Kecamatan Pasarwajo. 

Dari fenomena tersebut sangat dibutuhkan upaya dalam mengurangi resiko bencana 

tanah longsor. Relasi antara perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah (triple helix) 

dalam bidang kebencanaan  sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana utamanya 

bencana tanah longsor. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana memberikan paradigma tindakan penanggulangan 

bencana dari yang sifatnya responsif dan reaktif saat terjadinya bencana menjadi preventif 

(pencegahan, atau kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana). Unsur pemerintahlah yang 

memulai penciptaan atau penguatan tautan triple helix. Karena pemerintah memiliki lebih 

banyak kekuasaan dan otoritas pengaturan, inilah masalahnya. Kewenangan pemerintah 

pada saat terjadi bencana diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 

24 Tahun 2007. Sebagai amanat undang-undang tersebut, tugas pemerintah menjadi 

katalisator dalam interaksi triple helix ini, merangkul peran dan fungsi unsur-unsur 

universitas dan bisnis dalam upaya penanggulangan bencana. 

Namun di Kabupaten Buton, upaya penanggulangan longsor lambat dan kurang kreatif 

karena pemerintah bekerja sendiri dan tidak mengoptimalkan tanggung jawab dan fungsi 

perguruan tinggi yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, prosedur 

birokrasi yang ketat menjadi lebih sistematis, menyebabkan birokrasi dipandang sebagai 

masalah. Akibatnya, proses komunikasi organisasi terhambat, dan triple helix tidak 

terbentuk.  
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Hal ini sejalan dengan Umaroh & Ritohardoyo (2016) yang menunjukkan bahwa tipe 

dampak yang dialami oleh masyarakat adalah dampak langsung dan dampak tidak 

langsung. Strategi penghidupan masyarakat pasca bencana lebih pada aset yang dimiliki 

untuk aktivitas pemulihan perekonomian. Pemerintah berperan aktif dalam penanggulangan 

bencana tanah longsor dan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mendukung 

pemerintah untuk melakukan penanganan yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi triple helix dalam penanggulangan 

bencana tanah longsor di Kabupaten Buton. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan fokus kualitatif. Elemen terpenting dalam metode kualitatif adalah menentukan 

informan kunci yang sarat informasi berdasarkan pendekatan studi (Moleong, 2017). 

Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik 

fenomena yang tidak dipahami dengan baik. Peneliti memperoleh data dan informasi melalui 

dua cara untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: (1) pengumpulan data primer melalui 

wawancara mendalam; dan (2) pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan 

dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Rukin (2019) 

yang dimulai dari: (a) organisasi data; (b) pengolahan data; (c) interpretasi data; dan (d) 

kesimpulan. 

Besarnya risiko yang ditimbulkan ditentukan oleh seberapa tepat tindakan yang tepat 

dilakukan dalam menanggapi bahaya yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah yang tepat dan efisien dalam menanggapi risiko yang terjadi, dimana 

elemen triple helix melakukan studi, menyusun, dan mengimplementasikan tahap tindakan 

sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan, baik pada masa tanggap darurat maupun 

pascabencana, disepakati bersama. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Besarnya risiko yang ditimbulkan ditentukan oleh seberapa tepat tindakan yang tepat 

dilakukan dalam menanggapi bahaya yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah yang tepat dan efisien dalam menanggapi risiko yang terjadi, dimana 

elemen triple helix melakukan studi, menyusun, dan mengimplementasikan tahap tindakan 
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sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan, baik pada masa tanggap darurat maupun 

pascabencana, disepakati bersama. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

Koordinasi dalam Penanggulangan  Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Buton 

Masalah longsor di Kabupaten Buton sudah menjadi persoalan klasik. Seluruh upaya 

pengendalian bencana longsor, baik struktural, nonstruktural, dan terpadu telah 

dilaksanakan. Mengingat bahwa masalah tanah longsor merupakan penghalang jalan 

menuju kemakmuran dan kemajuan sosial, dan bahwa ada kekhawatiran yang meluas di 

masyarakat. Alhasil, bencana longsor sudah menjadi tugas bersama, dan dalam kasus 

bencana longsor Kabupaten Buton, semua elemen harus bersatu untuk mengurangi risiko 

longsor.  

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, secara fungsi elemen perguruan tinggi, 

perusahaan, dan pemerintah belum berjalan dengan baik, dimana pemerintah tidak 

memaksimalkan peran yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan perusahaan. Dalam hal ini,  

fungsi perguruan tinggi sebagaimana kita ketahui merupakan medium dalam melahirkan 

para manusia yang berwawasan, berkeilmuan, dan berketerampilan profesional di 

bidangnya, maka keberadaan perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi solusi terbaik 

dalam menciptakan ide atau gagasan dalam mitigasi bencana tanah longsor. 

Kurangnya maksimalnya pemerintah dalam mamanfaatkan peran yang dimilik oleh 

perguruan tinggi dan perusahaan dapat dilihat dari minimnya tingkat koordinasi yang terjalin 

sehingga tidak tercipta satu integrasi antar tiga elemen tersebut. Kalaupun ada relasi itu 

sebatas dua elemen saja dan tidak sampai mengarah pada innovation space, namun baru 

sebatas consensus space. Jika melihat pola relasi triple helix yang terbangun di atas. 

Dengan demikian, dalam kegiatan tahap tanggap darurat belum terbangun relasi triple helix. 

Hal ini dibuktikan dengan berbagai informasi yang peneliti peroleh dari informan. Dampak 

nyata dari ketidak terbangunan relasi triple helix ini bisa dilihat dan dirasakan, seperti 

kurangnya koordinasi bahkan tidak ada koordinasi diantara ketiga elemen tersebut (Muara et 

al., 2021; Putri et al., 2020; Bastian et al., 2021; Syarifah et al., 2020). 

Kegagalan pemerintah untuk memanfaatkan sepenuhnya posisi yang dipegang oleh 

perguruan tinggi dan dunia usaha dapat dilihat dari rendahnya koordinasi yang ada, 

sehingga tidak terintegrasinya ketiga bagian tersebut. Kalaupun ada hubungan, hanya 

terbatas pada dua faktor dan mengarah pada ruang konsensus daripada ruang inovasi. 

Menurut pola hubungan triple helix yang disebutkan di atas, hubungan triple helix belum 
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terbentuk pada fase reaksi darurat. Hal ini didukung oleh data yang peneliti kumpulkan dari 

informan. Konsekuensi sebenarnya dari hubungan triple helix yang berkembang dapat dilihat 

dan dirasakan, seperti kurangnya koordinasi yang lengkap, antara ketiga elemen tersebut. 

Berbeda  dengan hasil penelitian yang dikemukakan Lanni (2019) bahwa program saat 

bencana dan pasca-bencana yang dapat dilakukan antara lain membentuk tim relawan, tim 

evakuasi, mendirikan posko peduli bencana, dapur umum dan rumah singgah, 

penggalangan dana, rehabilitasi dan rekontruksi. Perguruan tinggi juga dapat melakukan 

pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan dan pendampingan khusus bagi 

mahasiswa yang terdampak, menyelenggarakan program sit in student dan transfer kredit 

bagi mahasiswa daerah bencana sampai mengirim dosen bantu. Perbedaan tersebut di 

akibatkan oleh adanya tanggung jawab dari elemen helix yang saling bekerja sama dalam 

mitigasi bencana, sehingga pemerintah Kabupaten Buton harus mengambil contoh sehingga 

dapat diterapkan bila terjadi bencana. 

 

Terjadinya Ego Sektoral Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buton 

Setiap interaksi antar individu melibatkan penggunaan simbol-simbol yang 

dibangunnya. Simbol itu memiliki makna bagi dirinya dan kemudian ditransmisikan ke orang 

lain. Terkait dengan pernyataan tersebut, dalam kondisi di lapangan antar elemen ini 

membangun makna tentang dirinya melalui simbol-simbol tertentu. Dibalik simbol tersebut 

tentu ada kepentingan yang ideologis. Hal ini kemudian menjadi penghambat dalam 

terciptanya relasi triple helix saat tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di 

Kabupaten Buton. Ego sektoral yang terjadi lebih bersifat politis. Oleh karena itu, hal tersebut 

berkaitan dengan masalah kepentingan yang bersifat ideologis. Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan Nurjanah et al. (dalam Ardiansyah & Pradana, 2021), bahwa hambatan dalam 

tahap tanggap darurat yang bersifat politis dimungkinkan terjadi karena adanya intervensi 

politis untuk kepentingan-kepentingan politik atau golongan atau kelompok.  

Setiap simbol memiliki makna tersendiri yang kemudian diteruskan kepada orang lain. 

Terkait dengan pernyataan tersebut, unsur-unsur tersebut menciptakan makna tentang 

dirinya di lapangan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Tentu saja, ada motivasi 

ideologis di balik lambang tersebut. Pada tahap reaksi darurat bencana tanah longsor di 

Kabupaten Buton, hal ini menjadi penghambat terbentuknya triple helix. Egoisme yang 

muncul lebih bersifat politis. Akibatnya, ada kaitannya dengan isu kepentingan ideologis. 

Menurut Qoidah & Widowati (2020), intervensi politik untuk kepentingan politik atau partai 

atau kelompok dapat menimbulkan hambatan dalam tahap tanggap darurat mitigasi 
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bencana. Adapun faktor penghambat mengenai ego sektoral ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Etzkowitz (2008) yaitu antar elemen ini memiliki ideologi yang berbeda, 

dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen helix, sehingga 

relasi triple helix tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan (Utama et al., 2020; Adri 

et al., 2020; Kodar et al., 2020; Rahmat et al., 2020; Yuliarta & Rahmat, 2020; Rahmat et al., 

2020; Widyaningrum et al., 2020; Ardinata et al., 2022). 

 

Prosedur Birokrasi yang Ketat Menjadi Penghambat Kolaborasi Triple Helix 

Prosedur birokrasi berkaitan dengan suatu organisasi dan harus dilakukan secara 

metodis dengan pengelolaan yang baik dan terukur, sebagaimana tercantum dalam acuan 

dasar organisasi. Menurut Blau & Meyer (dalam Tictona et al., 2020), seiring 

berkembangnya birokrasi, birokrasi menjadi lebih sistematis sehingga menghambat proses 

perubahan. Abdullah (dalam Tictona et al., 2020) menunjukkan bahwa budaya birokrasi lebih 

jauh dari kesan pelayanan publik yang baik. Jika birokrasi dipandang sebagai sebuah isu, 

maka proses komunikasi organisasi akan terbatas, dan dampaknya tidak akan mampu 

membentuk hubungan triple helix. Akibat prosedur birokrasi yang terlalu rumit, beberapa 

perguruan tinggi dan bisnis ragu-ragu untuk bekerja sama dengan pejabat pemerintah. 

Alhasil, Ardiansyah & Pradana (2021) mencatat bahwa tantangan birokrasi dalam situasi 

bencana adalah rintangan yang disebabkan oleh budaya di dalam badan, organisasi, atau 

institusi yang mengunggulkan status, pangkat, jabatan, dan hierarki yang berbelit-belit 

sehingga jika terjadi bencana, aspek birokrasi dapam menghambat proses mitigasi bencana 

(Handayani et al., 2022; Tyas et al., 2022; Ruskar et al., 2022). 

 

PENUTUP 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah minimnya tingkat koordinasi yang terjalin 

pada elemen triple helix sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat upaya mitigasi 

terkesan lamban dan disertai kurangnya inovasi dalam mitigasi bencana tanah longsor di 

Kabupaten Buton. Selain itu, antar elemen triple helix ini memiliki ideologi yang berbeda, dan 

ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen helix, sehingga relasi 

triple helix tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan. Adapun kondisi prosedur 

birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan 

untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di 

Kabupaten Buton. 
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